ABSTRAK

Suatu perkawinan yang sah harus dicatatkan di dalam register pencatat
perkawinan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban hukum yang timbul
setelah adanya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.
Pencatatan ini tidak terkecuali bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama
sebagaimana diatur Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan. SEMA Nomor
2 Tahun 2023 telah melarang seluruh hakim untuk mengabulkan permohonan
penetapan perkawinan beda agama yang diajukan ke pengadilan di segala tingkatan.
Namun, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt.
Utr telah memberikan penetapan perkawinan beda agama bagi Para Pemohon yang
beragama Katolik dan Kristen. Penelitian hukum ini bertujuan mengkaji secara
mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan a quo
serta menganalisis legalitas perkawinan pemohon dalam penetapan a gquo. Metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal yang berfokus pada analisis
penetapan hakim dengan menggukan data sekunder serta wawancara beberapa pihak
sebagai data dukung. Penetapan  Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
423/Pdt.P/2023 /PN Jkt. Utr memberikan bukti bahwa MA kecolongan dalam
penerapan SEMA-nya, pun dalam pertimbangan di dalam penetapan a quo terdapat
contradictio in terminis. Hakim menganggap bahwa perkawinan bukanlah perkawinan
beda agama karena Para Pemohon masih berada dalam satu lingkup keagamaan yang
sama, namun hakim juga mengakui bahwa permohonan ini memenuhi Pasal 35 huruf
a UU Administrasi Kependudukan tentang permohonan penetapan perkawiann beda
agama oleh Pengadilan. Meskipun begitu, perkawinan yang telah ditetapkan oleh
pengadilan dapat dicatatkan di intansi pencatatan perkawinan dan dianggap telah
memenuhi aspek legalitas perkawinan. Seluruh hakim di Indonesia harus konsisten
dalam memberikan putusan demi terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.
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